
TENTANG

PENDEELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN 

DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN

Menimbang

Mengingat

#

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan administrasi kepegawaian 

serta penanda tanganan keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian, maka 

perlu mendelegasikan sebagian wewenang dari bupati kepada pejabat structural di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten karanganyan

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi JawaTengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 

Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai 

Negeri S ipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil Dalam Jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 

2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nom or 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4643);

11. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 

menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah;

12. Keputusan Bersama M enteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 -  17 Tahun 2003 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar ( Lembaran Daerah Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1 );

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2 );

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar ( Lembaran 

Daerah Kabupaten KaranganyarTahun 2009 Nomor 3 );

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar
( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 4 );

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Karanganyar ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN 

PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

Pasal 1

Mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 274 
Tahun 2005 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Keputusan dan Surat- 
surat di Bidang Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 2

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 5 o  KJU

BUPATJ

Hj. RINAIRIANI SRI NINGSIH, S.Pd, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar

padata ' [JjJ,

m
SEKTR *AH

KA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR ^ 3



PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

nomor : 7£&hao 9 ^ c 3
TANGGAL : ^  ( L U l 0 , 0 0 ^

DAFTAR KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT 

DI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN

NO.
PEJABAT YANG DIBERI 

DELEGASI KEWENANGAN
JENIS KEGIATAN/PEKERJAAN

UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL 

GOLONGAN/RUANG DAN ESELON
KETERANGAN

1 2 3 4 5

1. SEKRETARIS DAERAH ! ) ■ Salinan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dalam Jabatan 

S truktu ra l dan Jabatan Fungsional.

Semua Pegawai Negeri S ip il. DI Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

2 ). Petikan Keputusan Bupati ten tang Pengangkatan dalam Jabatan 

S truktura l.
Eselon ll.b  dan Eselon III. Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

3 ). Surat Pernyataan M asih M enduduki Jabatan (SPMMJ). Eselon ll.b  dan Eselon III Pimpinan 

U n it/S a tuan  Kerja.

Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

4 ). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Eselon ll.b  dan Eselon III Pimpinan 

U n it/S a tuan  Kerja.

DI Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

5 ). Surat Pernyataan Pelantikan (SPP). Eselon ll.b  dan Eselon III. DI Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

6 ). Petikan Keputusan Bupati ten tang Pengangkatan, Pemindahan, 

Pemberhentian dan Pembebasan Sem entara dan Pengangkatan 

Kem bali dalam Jabatan Fungsional T ingkat A h li, Jabatan Kepala 

Sekolah Menengah Pertama Negeri, Kepala Sekolah Menengah Atas 

Negeri, dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

Semua Jabatan Fungsional Kelompok 

A h li dan Golongan IV /a  ke atas bagi 

Jabatan Fungsional yang belum 

dikelompokkan Ahli a tau  Trampil.

DI Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

7 ). Pemberian Surat Iz in /Penolakan Perkawinan dan Perceraian. Semua Pegawai Negeri S ip il. DI Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

8 ). Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji. Golongan/Ruang IV /b  ke atas, 

Eselon ll.b  dan Eselon III 

Pimpinan U n it/S a tuan  Kerja.

DI Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

9 ). Surat Izin Penggunaan Gelar Kesarjanaan jen jang  S tra ta  1 dan 

Diploma.

Semua Pegawai Negeri S ip il. Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.
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10). Surat Izin B e la jar Jenjang Strata 1 dan Diploma. Semua Pegawai Negeri S ipil. DI Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

11). Surat Izin un tuk  M elakukan Kegiatan Usaha. Semua Pegawai Negeri S ip il.
f
i

Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

12). Pengesahan Salinan dan Petikan Keputusan Bupati tentang 

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri S ip il Daerah.

Golongan 1 sam pai dengan Golongan 

III.
.i

Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

13). Pengesahan Salinan dan Petikan Keputusan Bupati ten tang 

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri S ip il Daerah menjadi 

Pegawai Negeri S ip il Daerah.

[
Golongan 1 sam pai dengan 

Golongan III.

DI Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

14). Nota Pertim bangan Persetujuan Kenaikan Pangkat.
i

G olongan/Ruang IV /a  ke atas.

’ i

Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

15). Surat Perin tah penugasan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 

T ingkat III.

Semua Pegawai Negeri S ipil. Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

16). Surat Perin tah penugasan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan 

Fungsional.

Goiongan/Ruang IV /a  ke atas. Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

17). Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri S ip il. Golongan/Ruang IV /a  ke atas. Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

18). Surat Perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas. Eselon ll.b  dan Eselon III Pimpinan 

U n it/S a tuan  Kerja.

Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

19). Surat Pem beritahuan ten tang Kenaikan Gaji Berkala. G olongan/Ruang IV /c  ke atas.
/
i

Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

2 0 ). Surat Izin Cuti. Pimpinan U n it/S a tuan  Kerja. Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

2 1 ). Surat Perin tah M elaksanakan Tugas bag i Pejabat S truktura l. Eselon III dan Eselon IV. Di Lingkungan Sekretaria t 

Daerah Kabupaten 

Karanganyar.

2 2 ). Surat pem beritahuan ten tang Kenaikan Gaji Berkala. Golongan/Ruang l / a  sampai dengan 

Golongan/Ruang IV /b .
t

Di Lingkungan Sekretaria t 

Daerah Kabupaten 

Karanganyar.

s
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23). Surat Izin Cuti. G olongan/Ruang l / a  sampai dengan 

G olongan/Ruang IV /c .

Di Lingkungan Sekretaria t 

Daerah Kabupaten 

Karanganyar.

24). Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri S ip il dan Berita  Acara Sumpah 

Pegawai Negeri S ip il.
G olongan/Ruang l / a  sampai dengan 

Golongan/Ruang III.

Di Lingkungan Sekretaria t 

Daerah Kabupaten 

Karanganyar.

25 ). Keputusan atau Surat Perintah bagi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), 

Pejabat Pelaksana Harian (PLH), dan Pejabat Yang M enjalankan 

Tugas (YMT).

Eselon II, Eselon 111, dan Eselon IV. Di Lingkungan Sekretaria t 

Daerah Kabupaten 

Karanganyar.

26 ). Penetapan Angka K redit Jabatan Fungsional Arslparis Pelaksana Lanjutan sampai 

dengan Arsiparls Penyelia dan Arslparis 

Pertama sampat dengan Arsiparis 

Muda, Golongan/Ruang l l l / a  s.d l l l / d .

Di Lingkungan Kantor 

Perpustakaan dan Arsip.

Pustakawan Pelaksana Lanjutan 

sampai dengan Pustakawan Penyelia 

dan Pustakawan Pertama sampai 

dengan Pustakawan Muda, 

G olongan/Ruang l l l / a  s.d l l l / d .
t

Di Lingkungan Kantor 

Perpustakaan dan Arsip.

Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana 

Lanjutan sampai dengan Pengawas 

Ketenagakerjaan Penyelia, 

G olongan/Ruang l l l / a  s.d l l l / d ,  dan 

Pengawas Ketenagakerjaan Pertama 

sam pai dengan Pengawas 

Ketenagakerjaan Madya, 

G olongan/Ruang l l l / a  s.d IV /c

Di Lingkungan Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ins truk tu r Pelaksana Lanjutan sampai 

dengan Ins truk tu r Penyelia, G olongan/ 

R u a n g lll/a  s.d l l l / a ,  dan Instruktu r 

Pertama sam pai dengan Instruktu r 

Madya, G olongan/Ruang l l l / a  s.d 

IV /c .

DI Lingkungan Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

t
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2 7 ). Keputusan Pengangkatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri S ip il.

\

4 5

Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan 

sam pai dengan Pengantar Kerja 

Penyelia Golongan/Ruang l l l / a  s.d 
l l l / d .

Di Lingkungan Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Perantara Hubungan Industria l Muda 

Golongan/Ruang l l l / c  s.d l l l / d .

Di Lingkungan Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penyuluh Pertanian Pelaksana 

Lanjutan sampai dengan Penyuluh 

Pertanian Penyelia dan Penyuluh 

Pertanian Pertama sampai dengan 

Penyuluh Pertanian Muda 

Golongan/Ruang l l l / a  s.d l l l / d .

Di Lingkungan Badan 

Pelaksana Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan.

Penyuluh Kehutanan Pelaksana 

Lanjutan sampai dengan Penyuluh 

Kehutanan Penyelia Golongan/Ruang 

l l l / a  s.d l l l / d ,  dan Penyuluh 

Kehutanan Portama sampaia dengan 

Penyuluh Kehutanan Madya 

Golongan/Ruang l l l / a  s.d IV /c .
r

DI Lingkungan Badan 

Pelaksana Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan.

Paramedik Veteriner Pelaksana 

Lanjutan sampai dengan Paramedik 

Veteriner Penyelia G olongan/Ruang 

l l l / a  s.d l l l / d .

Di Lingkungan Badan 

Pelaksana Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan.

Penyuluh Keluarga Berencana Lanjutan 

sam pai dengan Penyuluh Keluarga 

Berencana Penyelia, dan Penyuluh 

Keluarga Berencana Pertama sampai 

dengan Penyuluh Keluarga Berencana 

Penyelia Golongan/Ruang l l l / a  s.d 

l l l / d .

Di Lingkungan Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah.

Semua Pegawai Negeri S ip il. Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.
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2. KEPALA BADAN 

KEPEGAWAIAN DAERAH

1). Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dalam Jabatan 

S truktura l dan Fungsional.

Eselon III bukan Pimpinan Unit Kerja 

dan Pimpinan Satuan U n it Kerja, 

Eselon IV dan Eselon V.

DI Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

2 ). Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) Eselon III bukan Pimpinan Unit Kerja 

dan Pimpinan Satuan U n it Kerja, 

Eselon IV dan Eselon V.

Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

3 ). Salinan dan Petikan Keputusan Bupati ten tang  A lih  Tugas 

P enem patan /M utas i Pegawai Negeri S ip il.

Golongan/Ruang l / a  sampai dengan 

Golongan/Ruang IV /b .

DI Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

4 ). Nota Usulan dan Pertimbangan Persetujuan kepada Badan

Kepegawaian Negara ten tang  Pengangkatan Calon Pegawai Negeri 

S ip il Daerah, dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri S ip il Daerah 

m enjadi Pegawai Negeri S ip il Daerah, yang leb ih  dari 2  (dua) tahun.

Semua Pegawai Negeri S ipil. Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

5 ). Salinan dan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat. Golongan/Ruang l / a  sampai dengan 

Golongan/Ruang l l l / d .

Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

6 ). Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan, Pemberhentian, 

Pemindahan, Pembebasan Sementara, dan Pengangkatan Kembali 

dalam Jabatan Fungsional T ingkat Terampil dan Jabatan Kepala 

Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri.

Semua Jabatan Fungsional G olongan/ 

Ruang l l l / d  ke bawah bagi Jabatan 

Fungsional yang belum dikelom pokkan 

A h li atau Terampil.

Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

7 ). Surat Perintah penugasan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 

T ingkat IV.

Semua Pegawai Negeri S ip il.
i
s

Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

8 ). Surat Perintah Penugasan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan 

Fungsional

Golongan/Ruang I l / a  sampai dengan 

Golongan/Ruang I l l / d .

Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

9 ). Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri S ip il. Golongan/Ruang l / a  sampai dengan 

Golongan/Ruang l l l / d .

Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

10). Nota Pertimbangan Persetujuan Kenaikan Pangkat. Golongan/Ruang l / a  sampai dengan 

Golongan/Ruang l l l / d .

Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

1 1 ). Surat Izin Cuti Besar dan Cuti Bersalin. Semua Pegawai Negeri S ip il. Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

12 ). Surat Izin B e la jar bagi Pegawai Negeri S ip il un tuk  jen jang Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas.

Semua Pegawai Negeri S ip il. Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

i
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13). Surat Perm intaan Pengujian Kesehatan kepada Tim Penguji 

Kesehatan Pegawai Negeri S ip il.

Semua Pegawai Negeri S ipil. Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

14). Surat Izin Bebas Tugas m enjelang Pensiun. G o lo n g a n /R u a n g lll/d  ke bawah. . Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

15). Surat Rekomendasi Permohonan TASPEN. Semua Pegawai Negeri S ipil. Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

16 ). Surat pengajuan penyelesaian permohonan Kartu Is t r i /  

Kartu Suami, dan Kartu Pegawai Negeri S ip il.

Semua Pegawai Negeri S ipil. Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

17). Surat pengajuan penyelesaian permohonan Asuransi 

Pegawai Negeri S ip il.

Semua Pegawai Negeri S ipil. Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar.

18). Penetapan Angka Kredit ja ba tan  Fungsional. Golongan/Ruang l l l / a  sampai dengan 

Goiongan/Ruang l l l / d .

Di Lingkungan Dinas Pertanian, 

Dinas Kependudukan, Tenaga 

Kerja dan Tranasmigrasl,

Kantor Perpustakaan Umum 

dan Arsip Daerah

19). S ura t Pernyataan Masih M enduduki Jabatan (SPMMJ). Eselon III dan Eselon IV dan semua 

Pejabat Fungsional.

Di Lingkungan

Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Karanganyar.

20 ). S ura t Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Eselon III dan Eselon IV dan semua 

Pejabat Fungsional.

DI Lingkungan

Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Karanganyar.

2 1 ). Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala. Golongan 1 sampai dengan 

Goiongan/Ruang IV /b .

' i

Di Lingkungan

Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Karanganyar.

2 2 ). Surat Izin Cuti. Goiongan/Ruang l / a  sampai 

dengan Goiongan/Ruang IV /a .

Di Lingkungan

Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Karanganyar.

2 3 ). R alat Keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan yang 

d itandatangani oleh Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Karanganyar.

Di Lingkungan

Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Karanganyar.



i

-7-

1 2 3 4 5

2 4 ). Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) ga ji. G olongan/Ruang l / a  sampai dengan 

G oiongan/Ruang IV /a .

DI Lingkungan

Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Karanganyar.

2 5 ). Pengambilan Sumpah dan Janji serta Berita  Acara Pengambilan 

Sumpah dan Janji bagi Pegawai Negeri S ip il.
Golongan/Ruang l / a  sampai dengan 

G olongan/Ruang I l l / a .

Di Lingkungan

Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Karanganyar.

2 6 ). Surat Perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas. G olongan/Ruang l / a  sampai dengan 

G olongan/Ruang IV /a .

Di Lingkungan

Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Karanganyar.

2 7 ). Keputusan a tau  Surat Perintah bagi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), 

Pejabat Pelaksana Harian (PLH), dan Pejabat Yang M enjalankan 

Tugas (YMT).

Eselon III dan Eselon IV. Di Lingkungan

Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Karanganyar.

2 8 ). Penetapan Angka K redit Jabatan Fungsional. Arsiparis Pelaksana Golongan/Ruang 

l l / b  sampai dengan l l / d .

DI Lingkungan Kantor 

Perpustakaan dan Arsip.

Pustakawan Pelaksana G olongan/ 

Ruang l l / b  sampai dengan l l / d .
Di Lingkungan Kantor 

Perpustakaan dan Arsip.

3. SEKRETARIS DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT

1). Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri S ip il dan Janji 

Pegawai Negeri S ip il.
Golongan/Ruang l / a  sampai dengan 

Golongan/Ruang III.

Di Lingkungan Unit Kerja 

masing-masing.

DAERAH, KEPALA BADAN, 

KEPALA DINAS, INSPEKTUR.
2 ). B erita  Acara Sumpah Pegawai Negeri S ip il dan Janji 

Pegawai Negeri S ipil.

G olongan/Ruang l / a  sampai dengan 

G olongan/Ruang III.

Di Lingkungan U n it Kerja 

masing-masing.

3 ). Surat Pernyataan M asih M enduduki Jabatan (SPMMJ). Eselon III, Eselon IV dan semua Pejabat 

Fungsional. \

Di Lingkungan U n it Kerja 

masing-masing.

4 ). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Eselon III, Eselon IV dan semua Pejabat 

Fungsional.

Di Lingkungan U n it Kerja 

masing-masing.

5 ). Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional. Ins truk tu r Pelaksana Golongan/Ruang 

l l / b  sampai dengan l l / d .

Di Lingkungan U n it Kerja Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi.
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Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana 

G olongan/Ruang l l / c  s.d l l /d .

Di Lingkungan Unit Kerja Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi.

Pengantar Kerja Pelaksana 

Golongan/Ruang I l / b  sampai dengan 

l l / d .

Di Lingkungan Unit Kerja Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi.

Perantara Hubungan Industria l 

Pertama Golongan/Ruang l l l / a  sampai 

dengan l l l / b .

Di Lingkungan Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah

Penyuluh Keluarga Berencana 

Pelaksana Pemula Golongan/Ruang 

I l / a  dan Penyuluh Keluarga Berencana 

Pelaksana Golongan/Ruang l l / b  

dam pal dengan l l / d .

Di Lingkungan Badan 

Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana.

Penyuluh Pertanian Pelaksana 

G o longan /R u« ig  l l / b  s.d l l / d .

DI Lingkungan Badan 

Pelaksana Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan.

Penyuluh Kehutanan Pelaksana 

G olongan/Ruang l l / b  s.d l l / d .

Di Lingkungan Badan 

Pelaksana Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan.

Paramedik Veteriner Pelaksana 

G olongan/Ruang l l / b  s.d l l /d .

t

Di Lingkungan Badan 

Pelaksana Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan.

-  - 6 ). Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji. G olongan/Ruang l / a  sampai dengan 

G olongan/Ruang IV /a .

Di Lingkungan Unit Kerja 

masing-masing.

7 ). Surat Pem beritahuan ten tang Kenaikan Gaji Berkala. Golongan/Ruang l / a  sampai dengan 

Golongan/Ruang IV /b .

DI Lingkungan Unit Kerja 

masing-masing.
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8 ). Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti S ak it, dan Cuti Alasan Penting. Golongan 1 sampai dengan 

Golongan/Ruang IV /a .

Di Lingkungan U n it Kerja 

masing-masing.

9 ). Surat Perintah bagi Pejabat S truktu ra l. Eselon l l l  dan Eselon IV. Di Lingkungan Unit Kerja 

masing-masing.

10). Keputusan atau Surat Perintah bagi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), 

Pejabat Pelaksana Harian (PLH), dan Pejabat Yang M enjalankan 

Tugas (YMT).

Eselon l l l  dan Eselon IV. Di Lingkungan Unit Kerja 

masing-masing.

6. KEPALA KANTOR SATUAN 

POLISI PAMONG PRAJA DAN 

RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH

1) . Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri S ip il dan Janji Pegawai Negeri

S ip il.

2 )  . Berita Acara Sumpah Pegawai Negeri S ip il dan Janji Pegawai Negeri

S ip il.

G olongan/Ruang l / a  sampai dengan 

G olongan/Ruang l l l / a .

G olongan/Ruang l / a  sampai dengan 

G olongan/Ruang l l l / a .

Di Lingkungan U n it Kerja 

masing-masing.

Di Lingkungan U n it Kerja 

masing-masing.

3 ). Surat Pernyataan M asih M enduduki Jabatan (SPMMJ). Eselon IV dan semua Pejabat 

Fungsional.

DI Lingkungan U n it Kerja 

masing-masing.

4 ). Surat Pernyataan M elaksanakan Tugas (SPMT). Eselon IV dan semua Pejabat 

Fungsional.

Di Lingkungan U n it Kerja 

masing-masing.

5 ). Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional. G olongan/Ruang l l / a  sampai dengan 

G olongan/Ruang l l / d .

Di Lingkungan Unit Kerja 

masing-masing.

6 ). Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) ga ji. G olongan/Ruang l / a  sampai dengan 

G olongan/Ruang l l l / d .
Di Lingkungan Unit Kerja 

masing-masing.

7 ). Surat pem beritahuan ten tang Kenaikan Gaji Berkala. G olongan/Ruang l / a  sampai dengan 

G olongan/Ruang IV /b .

Di Lingkungan Unit Kerja 

masing-masing.

8 ). Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti S ak it, dan Cuti Alasan Penting. Golongan 1 sampai dengan 

G olongan/Ruang l l l / d .

Di Lingkungan Unit Kerja 

masing-masing.

9 ). Surat Perintah bagi Pejabat S truktura l. Eselon IV. Di Lingkungan U n it Kerja 

masing-masing.
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10). Keputusan atau Surat Perintah bagi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), 

Pejabat Pelaksana Harian (PLH), dan Pejabat Yang M enja lankan 

Tugas (YMT).

Eselon IV. Di Lingkungan Unit Kerja 

masing-masing.

7. CAMAT 1). Pengam bilan Sumpah Pegawai Negeri S ip il dan Janji Pegawai Negeri 

S ip il.

Golongan/Ruang l / a  sampai dengan 

G olongan/Ruang l l l / a .

Di Lingkungan U n it Kerja 

masing-masing.

2 ). B erita  Acara Sumpah Pegawai Negeri S ip il dan Janji Pegawai Negeri 

S ip il.

G olongan/Ruang l / a  sampai dengan 

G olongan/Ruang l l l / a .

Di Lingkungan U n it Kerja 

masing-masing.

3 ). Surat Pernyataan Masih M enduduki Jabatan (SPMMJ). Eselon IV. Di Lingkungan U n it Kerja 

masing-masing.

'
4 ). Surat Pernyataan M elaksanakan Tugas (SPMT). Eselon IV. Di Lingkungan Unit Kerja 

masing-masing.

5 ). Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) ga ji. G olongan/Ruang l / a  sampai dengan 

G olongan/Ruang l l l / d .

Di Lingkungan Unit Kerja 

masing-masing.

6 ). S ura t pem beritahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala. G olongan/Ruang l / a  sampai dengan 

G o longan/R uattg iV /b .

Di Lingkungan Unit Kerja 

masing-masing.

7). S ura t Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit, dan Cuti A lasan Penting. Golongan 1 sampai dengan 

Golongan/Ruang l l l / d .
Di Lingkungan Unit Kerja 

masing-masing.

8 ). Surat Perintah bagi Pejabat S truktura l. Eselon IV. j
i , ■

Di Lingkungan U n it Kerja 

masing-masing.

9 ). Keputusan atau Surat Perintah bagi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), 

Pejabat Pelaksana Harian (PLH), dan Pejabat Yang M enjalankan 

Tugas (YMT).

Eselon IV. (
i  • ■

t ■

Di Lingkungan Unit Kerja 

masing-masing.


